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ABSTRAK

CESI MINARTI ARITONANG. 1405170542. “Analiss Penyampaian SPT
Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP
Pratama M edan Kota”. Medan 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wajib pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan dan untuk mengetahui mengapa penerimaan pajak
penghasilan menurun atau tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Kota
Penelitian ini menggunakanpendekatan deskriptif,dan teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, wawancaran dan
studi pustaka dengan pihak yang terkait.Sementara teknik analisis data adalah
metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan
perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi,dimana data yang telah
dikumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan
infformasi  sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pengelolahan data yang
dilakukan Berdasarkan hasil penelitian ini masih adanya wajib pajak badan yang
tidak menyampaikan bahkan lebih banyak yang tidak menyampaikan daripada
yang menyampaikan SPT tahunan badan pada KPP Pratama Medan kota. Itu
disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman wajib paak dalam
penyampaian SPT Tahunan,kelalaian wajib pajak dalam menyampaikan SPT
Tahunan sehingga menyebabkan penerimaan pajak penghasilan menurun dan
tidak mencapai target dan kemungkinan adanya wajib pajak badan yang terdaftar
yang sudah tidak beroperasi lagi tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai
wajib pajak non efektif di KPP Pratama Medan Kota.

Kata kunci : Penyampaian SPT Tahunan Badan, Penerimaan Pajak
penghasilan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang M asalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang
tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan
banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah
menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN). Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
pasal 1 ayat (1) “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yaitu
75% dari APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah
melalui kementerian keuangan menaungi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah
satu instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk
mengamankan penerimaan pajak (Negara) yang dituntut untuk selalu dapat
memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Dalam usaha meningkatkan
penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) didaerah-daerah melakukan sosialisasi dengan masyarakat —untuk
meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu

kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpgjakan indonesia



mengalami perubahan pada tahun 1983 dari official assesment system menjadi
self assesment system. Self assesment system adalah suatu sistem dimana
pemerintah memberikan kepercayan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajaknnya.

Saf assesment system memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian,
kesengagjaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban
perpajakannya.

Badan menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan
lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
usaha lainnya termasuk kontrak investasi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pembayaran pajak saat ini masih belum sesuai dengan harapan pemerintah.
Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban
wajib pajak dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-
Undang No0.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
pasal 3 ayat (1) mengatakan “setiap wajib pajak harus mengisi surat
pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan
menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak



tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa
penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan
dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Wagjib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif
serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).

Pajak Penghasilan Badan pada pasal 1 UU Pgak Penghasilan, pajak
penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak..

Menurut Mardiasmo (2013,hal 31) “Surat Pemberitahuan adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak,
objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan’. Menurut Undang-Undang No. 16
Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (2)
menyebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan’

KPP Pratama Medan Kota merupakan Kantor Pajak yang melayani wajib

pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Melalui penelitian ini penulis



mencoba untuk meneliti tentang Penyampaian SPT tahunan badan yang terdaftar
di KPP Pratama Medan Kota
Berikut data yang tersgji tentang jumlah wajib pajak badan yang
menyampaikan SPT tahunan dan tidak menyampaikan SPT tahunan tahun 2012
sampai dengan 2017.
Tabe 1.1

Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Tahun 2012-2017 K PP Pratama M edan K ota

Tahun WP Badan WP Badan Yang WP Badan Yang
Yang Terdaftar Menyampaikan | Tidak Menyampaikan
SPT Tahunan SPT Tahunan
2012 9514 2300 6854
2013 10095 2463 7632
2014 10733 2599 8134
2015 11316 3121 8195
2016 11911 2798 9113
2017 12513 2970 9543

Sumber : Seks PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota
Berdasarkan dari data diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan semakin meningkat. Peningkatan yang cukup besar
terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi
penerimaan pajak.
Menurut Ramli tahun (2006) menyatakan bahwa “meningkatnya jumlah

wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam



penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka
semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Pardiat, (2007, hal.107) mengatakan bahwa meningkatnya jumlah
wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak penghasilan di indonesia pada umumnya masih di dominasi
oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal
terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya,
terdeteks kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak
atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan menyampaikan SPT
tahunan maka dapat dilihat penerimaan pajak penghasilan dari data berikut

Tabe 1.2

Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2012-2017 Di KPP Pratama M edan K ota

Tahun WP Badan WP Badan Yang Penerimaan
Yang Terdaftar M enyampaikan
SPT Tahunan
2012 9514 2300 10.498.774.335
2013 10095 2463 18.156.349.888
2014 10733 2599 34.601.057.220
2015 11316 3121 63.396.628.310
2016 11911 2798 24.706.574.464
2017 12513 2970 19.109.053.669

Sumber : Seks PDI (Pengolahan data dan informasi)) KPP Pratama

Medan Kota



Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak
penghasilan di KPP Pratama Medan Kota menurun pada tahun 2016 dan 2017.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) Pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan
memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap
tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna
membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak
maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan
sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah
kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak
penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan
maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat
dari pemungutan PPh mempunyai peran penting karena semakin besar pajak
penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan
pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di KPP Pratama Medan Kota dengan judul”. “ Analisis Penyampaian
SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”.

B. ldentifikas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka identifikasi masalahnya

adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan ?



2. Tidak sebandingnya SPT WP Badan yang melaporkan dengan penerimaan
pajak di lihat dari tahun 2012 s/d 2017..
C. Batasan Masalah
Penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya Analisis Penyampaian

SPT Tahunan Badan Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan dan WP Badan yang

tidak menyampaikan SPT pada KPP Pratama Medan Kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Mengapa masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT
tahunan ?

2.Bagaimana upaya kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota

mengatasi peningkatan WP badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan ?

E. Tujuan dan Manfaat Pendlitian

1) Tujuan Pen€litian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui mengapa masih banyak wajib pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama
Medan Kota mengatasi peningkatan WP badan yang tidak menyampaikan SPT
Tahunan.

2) Manfaat Pendlitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan

manfaat, adapun manfaat dalam penelitan ini adalah:



a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan, terutama agar
lebih memahami tentang penyampaian SPT tahunan WP badan dalam penerimaan
pajak penghasilan
b. Bagi KPP Pratama Medan Kota

Dapat dijadikan masukan dan penambahan informasi dalam penyampaian
SPT tahunan WP badan terhadap perkembangan pengusaha kena pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
c. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi untuk menambah informasi, atau sebagai bahan
pembanding dalam hal yang mana berkaitan dengan masalah ini bagi peneliti lain
di masa mendatang, dan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian yang

lebih baik lagi.



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Uraian Teoritis
1. Pajak
a. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu
sendiri. Menurut Ilyas dan Suhartono (2013, hal, 1) pajak berdasarkan pasal 1 UU
KUP adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Dwikora Harjo
(2013, hal, 4) pajak adalah iuaran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari kedua defenisi-defenisi diatas tersebut mempunyai 5 (lima) unsur
sebagai berikut:

a luran atau pungutan.

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

c. Pajak dapat dipaksakan.

d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung.

e. Untuk membiayal pengeluaran umum pemerintah.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang pembayarannya menurut
peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung
dapat ditunjuk.

Menurut mardiasmo (2013, hal, 7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi
menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. Official self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak.Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil
atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur
perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pgjak yang terutang:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.Wewenang
menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain
fiskus dan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 123) undang-undang pajak penghasilan
(PPh) adalah mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek wajib pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak.Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila pajak menerima atau
memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak.Wajib
pajak dikena pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal, 73) pajak penghasilan adalah pajak yang
dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima dengan nama dan
dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang
perpajakan yang berlaku .

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian pajak penghasilan (PPh)
menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang
diperoleh selama satu tahun pajak.

b. Penerimaan Pajak

Menurut Sommerfed Ray (2005) yang dikutip oleh Inti Rami

(2015).penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang

digunakan untuk pengeluaran negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran
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rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri.

Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin

maupun pembiayaan pembangunan.

c. Fungs Pajak
Menurut Diaz Priantara (2012: 4) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a.  Fungs Budgetair (pendanaan)

Fungs Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fiskal yaitu pajak
dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal
berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi Budgetair adalah
fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b.  Fungs Regureled (mengatur)

Fungsi Regureled disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan
sebagal alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang
keuangan.:

Menurut Siti Resmi (2013) fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah
satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan.

Fungsi regulair (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
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Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, dikutip dari Siti Resmi (2013, hal, 3) hukum

pajak adalah hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrative.Meskipun

tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri melepas dari hukum pajak lainnya

(seperti hukum perdata dan hukum pidana).

Menurut Mardiasno (2006, hal, 5) hukum pajak mengatur hubungan antara

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, ada

dua macam hukum pajak yaitu:

1

Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa
yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif),
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan
hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : undang-undang pajak penghasilan.

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materil menjadi kenyataan (cara melaksankaan hukum pajak materil). Hukum
ini memuat antara lain:

Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak.
Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan, pencatatan
dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan bidang.

Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Dwikora Harjo yang dikemukakan oleh Bohari (2013,hal 38)

menyatakan bahwa’ hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang
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mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajakdan rakyat
sebagal pembayar pajak”. Dengan perkataan lain hukum pajak menerapkan
tentang:
1) Siapa-siapawajib pajak (subjek pajak)
2) Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak)
3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4) Timbul dan hapusnya utang pajak
5) Cara penagihan pajak
6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak
e. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem
pungutan yaitu:
1. Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan
demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
tergantung pada aparatur perpgakan (peranann dominan ada pada aparatur
perpajakan)
2. Self Assesment system
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, ini
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siatif serta kegiatan menghitung dan memungut paak sepenuhnya berada
ditangan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada
wajib pajak).
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
sesual dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil
atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak
ketiga.
2. Surat Pemberitahuan (SPT)
A. Pengertian SPT
a Menurut Siti Resmi (2003: 28) menyatakan bahwa “pelaporan SPT
merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan
dengan kewajiban perpajakan SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan
jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka

arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya
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ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP).

b. Menurut Mardiasmo (2013,hal 31) menyatakan bahwa “surat

pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan
objek pajak atau harta kewajiban sesual dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan’

c. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpgakan menyebutkan bahwa pengertian

surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau
bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Pengertian SPT Tahunan

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpgjakan pasal 1 ayat 13 “surat pemberitahuan tahunan adalah surat
pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009,hal 124) menyatakan
bahwa”surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk bagian
tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak”
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C. Fungs SPT
Menurut Mardiasmo (2013 hal,31) menyatakan bahwa “fungsi surat

pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang
dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak
atau bagian tahun pajak.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.

3. Hartadan kewajiban

4. Pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak,
yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan
Menurut Mardiasmo (2013 hal 32) adapun prosedur penyelesaian SPT

Tahunan ialah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat
yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara
lain yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain,
misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk
memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut.

2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar,lengkap dan

jelas. Dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab,
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satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang

ditetapkan oleh kantor Direktur Jenderal Pajak.

3. Wgjib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa
indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang
diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan,
stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antaralain:

a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar
pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang
dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan
jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

E. BatasWaktu
Menurut Waluyo (2005) menyatakan bahwa “ batas waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama empat bulan setelah

akhir tahun pajak”
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Menurut Siti Resmi (2013, hal 33) menyatakan bahwa “batas waktu
penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan selambat-lambatnya empat bulan
setelah akhir tahun (biasanya 30 april tahun berikutnya)”

E. Sanks Terlambat atau Tidak M enyampaikan SPT Tahunan Badan

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan
tata cara perpgjakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT Tahunan Penghasilan wajib
pajak badan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu yang telah
ditetapkan makaakan dikenai sanksi administrasi berupa denda besar
Rp.1.000.000.”

Menurut Mardiasmo (2013,hal 35) menyatakan bahwa “apabila SPT Tahunan
badan tidak disampaikan dalam jangka yang telah ditemukan atas batas waktu
perpanjang penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan wajib pajak badan “
3. Pajak Penghasilan

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2013,hal 171) menyatakan bahwa” pajak

penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan
kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak penghasilan
kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan
kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-
undang kepada pembiayaan negara. Kontribusi pajak penghasilan pada khususnya
dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara
dari minyak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini

langsung dipikul oleh penerimaan atau pemilik penghasilan. Oleh karena
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penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan
terhadap subjek pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang
No0.36 Tahun 2008 tanggal 23 september 2008 (L ember Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 No 4893) tambahan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaNo. 3985) yang merupakan perubahan keempat atas undang-undang
No 7 tahun 1983 tanggal 31 desember 1983 tentang PPh ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 No 50), tambahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia No 3263)

Menurut Siti Resmi (2013,hal 74) menyatakan bahwa “ pajak penghasilan
(PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima atau yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak”

Menurut Purno Murtopo, dkk (2011,hal 71) menyatakan bahwa’ pajak
penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif,dimana ketika
melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah
kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak)”.

B. Subjek Pajak dan Bukan Subjek Pajak

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak
penghasilan:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagali satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

b. Badan

c. Bentuk usahatetap
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2. Subjek pajak dibebankan menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar
3. Subjek pajak dalam negeri adalah :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih dari
183 hari (tidak hatus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau
orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan
mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

3. Penerimaanya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau
pemerintah daerah

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

4. Subjek pajak luar negeri adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi
yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di indonesia.
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b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi
yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di indonesia.

C. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak

1. Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang pajak
penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau dioeroleh wajib pajak,
baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapaun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan kepercayaan atau jasa
yang diperolen termasuk  gaji,upah,tunjangan,  honorarium,
komisi,bonus,grafikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini.

b. Labausaha

c. Hadiah dari undian atau pekerjaan

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

e. Deviden

f. Royalti

g. Bungatermasuk premium

h. Sewa dan penghasilan lain
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Penerimaan atau perolehan berkala

Keuntungan karena pembebasan utang
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
Premi asuransi

Penghasilan dari usaha berbasis syariah

Surplus bank indonesia

2. Menurut undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang pajak

penghasilan:

a

b.

Bantuan atau sumbangan dan harta hibah

Warisan

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagal pengganti modal.

Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas, sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan
BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
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g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja, maupun pegawai.

h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer, yang modalnyatidak terbagi atas saham-saham.

D. Kewajiban Pengusaha K ena Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015, hal 67) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 yang menentukan bahwa pengusaha
yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf
a, huruf ¢, huruf f, huruf g, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk dilakukan
sebagai pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan
PPnBM yang terutang.

Menurut Madiasmo (2006,hal. 258) Pengusaha Kena Pgak adalah
berkewajiban antara lain untuk :

a. Melaporkan uasahanya untuk dilakukan menjadi PKP

b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang

c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak

d. Membuat notaretur dalam hal terdapat pengambilan BKP

e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenal kegiatan usahanya

f. Menyetor PPn dan PPn Bm yag terutang

g. Menyampakan surat pemberitahuan masa PNN
E. Pencabutan PKP

Menurut pasal 2 ayat 2 UU PPN peraturan Menteri Keuangan Nomor

20/PMK. 03/2008 Menegaskan pencabutan PKP dapat dilakukan dalam hal :
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1) PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain

2) Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP atau termasuk PKP yang
jumlah peredaran dan penerimaan brutonya untuk suatu bruto tidak melebihi
batas batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto sebagai Pengusaha kecil.

Direktur Jendral Pajak harus memberikan keputusan melalui pemeriksaan
dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Pasal 4 PP No.
74 Tahun 2011 menyebutklan Direktur Jendral Pajak atau pencabutan
Pengukuhan pengusaha Kena Pajak pemeriksaan atau verifikasi.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Fitri Awaliyah (2016) berjudul “Analisis Penyampaian SPT tahunan wagjib
Pajak Badan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak di kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Belawan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang
menyampaikan SPT tahunan badan mengalami kenaikan dan penurunan
dipenerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama medan timur.

Yeni Rahmadani Pasaribu (2016) berjudul “Analisis Sistem Pengawasan
Intern terhadap pelaporan SPT masa PPh pasal 21 pada kantor pelayanan pajak
pratama lubuk pakam”. Tingkat pengawasan SPT masa PPh pasal 21 yang
direkam kurangnya atau rendahnya kualitas, ditahun 2011 , 1,3% tahun meningkat
4,1% sampai tahun 2015 meningkat jauh menjadi 50,70%

Irmayanti Anjani Zebua (2016) “Analisis pemeriksaan pajak dan kepatuhan
wajib pajak badan meningkat penerimaan pajak badan pada Kantor pajak
Pelayanan Pajak pratama Medan Barat”. Semakin besar wajib pajak lapor

(kepatuhan pajak) maka pendapatan penerimaan pajak semakin tinggi.
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Regina Agriyani suhartanto (2015) berjudul “Analisis Penyampaian SPT
Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak pada nkantor pelayanan Pajak
Pratama Bitung”. Jumlah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan

mengalami peningkatan, pada akhir 2010 total jumlah wajib pajak 47,271

dan naik diakhir 2014 berjumlah menjadi 100,68

Tabe I1.1
Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti Judul Pendlitian Has| Penelitian
Fitri Awaliyah Analisis Penyampaian | Hasil penelitian ini
SPT tahunan wajib menunjukan bahwa yang
Pajak Badan dalam menyampaikan SPT tahunan
meningkatkan badan mengalami kenaikan
Penerimaan Pajak di dan penurunan

kantor Pelayanan Pajak | dipenerimaan pajak pada

Pratama Medan kantor pelayanan pajak
Belawan Pratama medan timur.
Y eni Rahmadani Analisis Sistem Tingkat pengawasan SPT
Pasaribu (2016) Pengawasan Intern masa PPh pasal 21 yang

terhadap pelaporan SPT | direkam kurangnya atau
masa PPh pasal 21 pada | rendahnya kualitas, ditahun
kantor pelayanan 2011, 1,3% tahun

pajhak pratama lubuk meningkat 4,1% sampai
pakam tahun 2015 meningkat jauh

menjadi 50,70%
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Irmayanti Anjani

Analisis pemeriksaan

Semakin besar wajib pajak

perkembangan
Pengusaha K ena Pajak
pada kantor pelayanan

Pajak Pratama Bitung

Zebua (2016) pajak dan kepatuhan lapor (kepatuhan pajak)
wajib pajak badan maka pendapatan
meningkat penerimaan | penerimaan pajak semakin
pajak badan pada tinggi
Kantor pgjak Pelayanan
Pajak pratama Medan
Barat

Regina Agriyani Analisis Penyampaian | Jumlah wajib pajak baik

suhartanto (2015) SPT tahunan dan orang pribadi ataupun badan

mengalami peningkatan,
pada akhir 2010 total jumlah
wajib pajak 47,271 dan naik
diakhir 2014 berjumlah

menjadi 100,685.

F. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak

digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan

bersama. Wagjib pajak badan yang telah mempunyai penghasilan dan mempunyai

usaha di berbagai tempat usaha harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).
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Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Objek pajak atau bukan
objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang perpajakan.

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah
dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.sedangkan yang menjadi indikator
kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan yang terdaftar di KPP
dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan
melaporkan SPT masa dan tahunan tepat waktu (oktaviana 2007)

Menurut Dwikora Harjo (2011,hal.73) pajak penghasilan adalah pajak yang
dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan
dalam bentuk dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Penghasilan yang berlaku.

Sebelum wajib pajak badan menyampaikan SPT Tahunan Badan, wajib pajak
membayar terlebih dahulu hutang pajaknya, maka dari itu akan menambah

penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.



Gambar 11.2
Kerangka Berfikir

Kantor Pdlayanan Pajak

Pratama Medan Kota

Wajib Pajak Badan

Mendaftarkan SPT

Tahunan

Menyampaikan/Mela
porkan SPT Tahunan

‘

Penerimaan Pajak
Penghasilan

A

Tidak Melaporkan
SPT Tahunan

Upaya Kantor
Pelayanan Pajak
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kami menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara
sistematis fakta dan karaktreristik objek dan subjek yang teliti secara tepat untuk
ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran
atau deskriptif ditujukan untuk mendeskriptif atau menggambarkan dari
fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif.
B. Definis Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel atau biasa juga dengan mendefinisikan konsep
secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek kedalam elemen-
elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan

dioperasionalkan kedalam penelitian (Erlina,2011).

Tabel I11.1
M atriks Penelitian
Variabel Dikategorikan

Kantor Pelayanan Pajak | Tempat resmi yang didirikan oleh pemerintah

(KPP) PratamaMedan | untuk wajib pajak badan dapat mendaftarkan dan
Kota melaporkan SPT tahunan.

Wajib Pajak Badan Pembayar pajak berupa pembayaran pajak badan

meliputi pembayaran,pemotongan,dan pemungut

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan.
Penyampaian SPT Penyampaian SPT suatu kewajiban wajib pajak
Tahunan Badan yang harus dilaksanakan dengan benar

Penerimaan Pajak Wajib pajak badan yang mendaftarkan diri dan
Penghasilan Badan melaporkan  SPT  tahunan.maka,penerimaan
dapat dihitung penaikan maupun penurunannya.

30
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Defenisi operasinal variabel yang digunakan untuk memberikan penjelasan
mengenai batasan-batasan yang akan diteliti. Defenisi operasinal bertujuan untuk
mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Variabel penelitian ini diukur
dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah
satu pegawai di KPP Pratama Medan Kota dengan 11 Pertanyaan.

Tabel I11.2

Kisi-kis wawancara penyampaian SPT Tahunan Badan
Dan Penerimaan PPh Badan

No K omponen No.Butir Total
1 Penerimaan PPh Badan 1 1
2 Kendala eksternal dan 1 1

internal
3 Penyampaian SPT 2 2
4 Upaya kantor mengatas WP 1 1
badan yang tidak
menyampaikan SPT tahunan
Total 5

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan PajakPratama Medan
Kota, yang beralamat di jalan Suka MuliaNo. 17 A Medan.
D. Waktu Pendlitian

waktu penelitian yang kami laksanakan mulai dari tanggal 05 Desember
sampai dengan 23 Januari 2018

Adapun rencana waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel.1.2
Waktu Penelitian
No | Jadwal Kegiatan Bulan Pelaksanaan 2017-2018
Des-17 Jan-17 Feb-18 | Mar-18
1 11213412341 2|3/4
1 Penelitian
Pendahuluan
(Prariset)
2 Penyusunan
Proposal
3 Bimbingan
Proposal
4 Seminar Proposal
5 Pengumpulan
Data
6 Bimbingan
Skripsi
7 Sidang Megja
Hijau

E. Jenisdan Sumber Data
a. JenisData

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang
berupa data WP Badan yang terdaftar, WP Badan yang menyampaikan atau
melaporkan SPT Tahunan dan penerimaan pajak penghasilan badan.
b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian
langsung ke lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data di KPP

Pratama Medan Kota..
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F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara:

1. Dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang berhubungan
dengan penyampaian SPT Tahunan badan tahun 2012-2017 dan
mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penerimaan pajak
penghasilan badan tahun 2012-2017. kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Kota

2. Wawancara yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan diskusi
langsung secara lisan dengan pihak kantor terkait bagaimana upaya kantor
pelayanan pajak mengatasi banyaknya wajib pajak badan yang tidak
melaporkan SPT Tahunan.

3. Studi Pustaka
Penelitian ini dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap
permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap
literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel,jurnal,buku dan penelitian
terdahulu.

G. Teknik AnalisisData
Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode

yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang
dihadapi, dimana data yang dikumpulkan dan disusun serta di analisis dapat
memberikan gambaran dari informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun

langkah-langkah adalah sebagai berikut:
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. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan yang
melaporkan SPT Tahunan secara langsung dengan datang ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota

. Melakukan wawancara pada pihak kantor atas bagaimana upaya KPP Pratama
Medan Kota mengatasi WP Badan yang tidak melaporkan SPT Tahunan

. Menyimpulkan penyebab penerimaan pajak penghasilan badan ditahun 2016
dan 2017 menurun.

. Datayang diperoleh disimpulkan secara deskripsi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Hasl| Penelitian

1. Gambaran Umum K PP Pratama M edan K ota

Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Medan Kota merupakan salah satu unsur
pelaksanaan kegiatan operasional pemberian pelayanan dilingkungan Direktorat
Jenderal Jenderal Pajak (DJP). Unsur pelaksanaan tersebut merupakan unit Eleson
I11,yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera
Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan instansi
pemerintah yang mempunyai tugas pokok dibidang penerimaan negara yang
berasal dari pajak sesua dengan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku,dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor
pajak.Karena itu,pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Kota beralamat di jalan Sukamulia No. 17 A Medan.

Sebelum bulan Mei tahun 2008,KPP Pratama Medan Kota dikenal dengan
nama KPP Medan Kota yang menggunakan sistem informasi pelayanan atau
disebut dengan (SIP). Setelah KPP Pratama Medan Kota menggunakan sistem
informasi pelayanan (SIP),atas keputusan DJP untuk merubah sistem Perpajakan
KPP Pratama M edan Kota merubah kembali atau mempengaruhi lagi sistem pajak

menjadi sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak atau disebut dengan
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(SISMIOP) yang mana SISMIOP mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dab

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. VISl dan Mis

Sebagai bagian dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Kota

memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP

Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut :

1. Vis

KPP Pratama Medan Kota adalah menjadi instansi pemerintah yang
menyelenggarakan sissem administrasi  perpajakan modern  yang
efektif,efisien,dan dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan

profesionalisme yang tinggi

2. Mis

a

Fiskal adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang
mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan
undang-undang dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Ekonomi adalah mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi
permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang
meminimalkan distorsi.

Politik adalah untuk mendukung proses demokratis bangsa.

Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri,selaras dengan aspirasi

masyarakat,dan teknoras perpajakan serta administras mutakhir.
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KPP Pratama Medan Kota terdapat beberapa bagian-bagian seksi

yaitu :

J.

K.

Sub bagian umum

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pelayanan

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Penagihan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan (Eksten)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi | (WASKON 1)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11 (WASKON 11)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 111 (WASKON 111)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1V (WASKON V)

Seksi Fungsional

3. Deskrips Data Pendlitian

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Badan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) disebut

wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut

memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam

administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak badan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan

wajib pajak badan yaitu data SPT tahunan wajib pajak badan yang

terdaftar,jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT,Jumlah wajib pajak yang

tidak menyampaikan SPT.
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Surat pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam
pelaksanaan ketentuan perpajakan di indonesia. Kewajiban melaporkan SPT
tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib
pajak badan atau orang pribadi sebagaimana tertuang dalam ketentuan undang-
undang.

Kepatuhan wajib pajak bak itu dalam membayar pajak dan melaporkan
pajaknya dengan benar,lengkap,dan jelas adalah faktor yang penting dalam
merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak
dalam menyampaikan SPT,maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota telah melakukan
pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari
data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP
Pratama Medan Kota tidak sesuai dengan penerimaan pajak yang telah
ditargetkan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel V.1

Data Penyampaian SPT tahunan Wajib pajak Badan
Di KPP Pratama M edan K ota

Thn WP WP Badan | WP Badan | Persentase | Persentase
Badan Yang Yang Menyampa Tidak
Yang M enyampai Tidak ikan menyampai
Terdafta kan SPT Menyampa kan
r ikan SPT
2012 9514 2300 6854 24,17% 72,04%
2013 | 10095 2463 7632 24,39% 75,60%
2014 | 10733 2599 8134 24,21% 75,78%
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2015 | 11316 3121 8195 27,58% 72,41%
2016 | 11911 2798 9113 23,49% 76,50%
2017 | 12513 2970 9543 23,73% 76,26%

Sumber : Seks PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun
ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi
dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa
wajib pajak badan yang terdaftar yang menyampaikan SPT tahunan masih
mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016 23,49%
dan tahun 2017 23,73%.

b. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan.

Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
mendaftarkan diri ke KPP Pratama Medan Kota tetapi tidak
melaporkan/menyampaikan SPT tahunan badan disebut Wajib pajak Badan yang
tidak menyampaikan SPT tahunan.

Dari banyaknya yang mendaftarkan masih banyak yang tidak mendaftarkan
SPT tahunannya ke KPP Pratma Medan Kota. Tidak seimbangnya byang
mendaftakan dan melaporkan SPT tahunan.

Ditahun 2012 yang tidak menyampaikan SPT tahunan berkisar 72,04%, Tahun
2013 75,60%, tahun 2014 75,78%, tahun 2015 72,41%, tahun 2016 76,50% dan
tahun 2017 76,26%.

Dari tahun ketahun wajib pajak badan yang tidak mendaftarkan SPT tahunan
badan makin meningkat.peningkatan terjadi dikarenakan :

a. Kurang tingkat pemahaman wajib pajak tentang SPT tahunan
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b. Kelalaian wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT tahunan

c. Perusahaan yang mendaftarkan tetapi sudah tidak beroperasi lagi tidak
melaporkan perpajakannya ke KPP Pratama Medan kota soal Non Efektifnya
perusahaan, sehingga masih terdaftar.

d. Kurang pengetahuan tentang pajak Elektronik alias (Gaptek) gagap teknologi

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun
ketahun semakin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi
dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa
wajib paak badan yang tidak menyampaikan SPT tahunan mengalami
peningkatan. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pada
tahun 2016 76,50% dan tahun 2017 76,26%.

c. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Mengatas WP

Badan Yang Tidak M enyampaikan SPT tahunan.

Berdasarkan banyaknya wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT
tahunan badan. Maka pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota
berupaya membuat beberapa hal untuk membuat wajib pajak badan
menyampaikan SPT tahunannya.

Upaya pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota sebagai
berikut :

a. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota menyediakan

/membuka layanan khusus penerimaan SPT tahunan dengan membuka gerai

layanan khusus ditempat-tempat strategis misalnya Kantor Pos,balai

perijinan,pelayanan terpadu,bank taspen dan lokasi lainnya
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b. Menyediakan fasilitas bahwa wajib pajak badan dapat mengisi sendiri formulir
SPT tahunan dan dapat mengirimkannya ke alamat kantor pajak terdaftar
melalui PT.Pos Indonesia

c. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota melakukan
sosialisasi tentang pentingnya pajak,penyampaian pajak dan tata cara
menyampaikan SPT tahunan dengan benar.

d. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan menurunkan staff
karyawan kelapangan bahkan AR (Account Representative) datang langsung
untuk menjemput ke wilayah kerja parawajib pajak apabila diperlukan.

c. Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama M edan K ota
Dari hasil penelitian menyatakan tidak masalah apabila penyampaian SPT

tahunan wajib pajak tidak sesuai dengan penerimaan pajak karena rencana

penerimaan pajak juga naik turun dan tidak selalu meningkat sehingga
penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap
penerimaan pajak badan. Karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang
terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu menambah penerimaan pajak.

Apalagi dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil,hal ini sangat

berpengaruh kepada penghasilan atau profitabilitas perusahaan sehingga tidak

sedikit perusahaan yang hanya melaporkan dan menyampaikan SPT nihil.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar wajib
pajak yang sadar untuk menyampaikan SPT dan fiscus yang akan tugasnya untuk
memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang tata cara perpajakan agar

wajib pajak sadar kewajibannya membayar pajak terutang.
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Pada KPP Pratama Medan Kota telah melakukan pemeriksaan berdasarkan
dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh
penulis bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota mengalami

penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel 1V.2
Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tahun 2012-2017 Di KPP Pratama M edan K ota

Tahun WP Badan WP Badan Yang Penerimaan
Yang M enyampaikan SPT
Terdaftar Tahunan
2012 9514 2300 10.498.774.335
2013 10095 2463 18.156.349.888
2014 10733 2599 34.601.057.220
2015 11316 3121 63.396.628.310
2016 11911 2798 24.706.574.464
2017 12513 2970 19.109.053.669

Sumber : Seks PDI (Pengolahan data dan informasi) KPP Pratama Medan Kota
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bawa penerimaan pajak penghasilan di
KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai
dengan 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan penerimaan pajak
penghasilan. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yang cenderung naik
turun menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara belum
stabil. Selain itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang masih minim
juga menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak,dimana

kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar sekali dalam
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tercapainya penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajaknya tentu akan berimpilikasi pada penerimaan pajak,semakin
tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan yang akan
diperoleh.
B.Pembahasan
1. Sebab-sebab Wajib Pajak Badan Mash Ada Yang Tidak M enyampaikan
Surat pemberitahuan Tahunan Badan

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas wajib pajak badan yang tidak
menyampaikan SPT Tahunan naik tetapi penerimaan pajak menurun karena
beberapa faktor sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi

Sebagai indikator penyampaian SPT adalah kesediaan wajib pajak badan untuk
membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah saat
ini membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia banyak kehilangan
pendapatan,turunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka juga menurun
sehingga wajib pajak badan kesulitan untuk mendapatkan profitabilitas,untuk
perusahaan yang memiliki prifitabilitas tinggi cenderung menyampaikan dan
melaporkan SPT meskipun SPT yang menyampaikan nihil. Pertumbuhan ekonomi
memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak badan untuk memperoleh
profitabilitas,dan hal ini yang membuat perusahaan atau wajib pajak badan tidak
melaporkan pajaknya,jika melaporkan pajaknya tetapi SPT yang dilaporkan atau

disampaikan nihil.
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Menurut Hutagaol (2007) dalam Nadinggan (2015) Penerimaan pajak yaitu
“sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat
dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi
masyarakat”

Dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum naik sehingga
berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak maupun masyarakat lain. Jika
dilihat dari wajib pajak itu sendiri dengan tingkat kebutuhan yang semakin tahun
semakin tinggi maka menyebabkan wajib pajak untuk lebih memilih dalam hal
mengutamakan sesuatu yang lebih dibutuhkan saat ini,dan jika dilihat dari
pengaruh masyarakat dengan perekonomian yang belum membaik,maka daya beli
masyarakat terhadap suatu barang atau kebutuhan semakin menurun sehingga
menyebabkan badan-badan perusahaan dalam penjualannya sangatlah kecil.
Dengan adanya faktor ekonomi yang rendahnya menyebabkan penerimaan pajak
di KPP Pratama Medan Kota juga menurun.

2. Kesalahan Dalam Mengisi SPT

Kesalahan dalam mengisi SPT tahunan wajib pajak masih sering terjadi
karena masih banyak wajib pajak badan yang belum paham dan kurangnya
infformasi tentang cara pengisian SPT,pgjak dalam menyampaikan dan
melaporkan SPT tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak,untuk itu
fiskus menghimbau kepada wajib pajak yang salah dalam menyampaikan dan
melaporkan SPT untuk segera melakukan pembetulan SPT kembali secara
formildan materil

Menurut Diaz Priantara (2013,hal 26) mengingat fungsi SPT sangat penting

dalam rangka pelaksanaan system self assesment oleh wajib pajak dan merpakan
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sarana bagi DJP untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan system self assesment
oleh wajib pajak maka dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisisan
serta pengadministrasiannya,bentuk dan isi SPT ,keterangan,dokumen yang harus
dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/20009.

Menurut Mardiasmo (2013,hal 36) menyatakan wajib pajak yang karena
kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPTtetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap,atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negaratidak dikenai
sanksi pidana apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib
pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah
pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%
(duaratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

3. Jumlah Wajib Pajak

Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar atau jumlah wajib pajak
badan yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT nya belum tentu wajib
pajak melaporkan SPT nya tepat waktu,karena dari jumlah wajib pajak yang
terdaftar masih banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajiban
perpajakannya atau melaporkan SPT nya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak tidak
mempengaruhi  penerimaan sehingga banyaknya wajib pajak badan yang
menyampaikan SPT tahunan wajib pajak badan belum tentu meningkatkan

penerimaan pajak penghasilan badan. Hal tersebut disebabkan karena masih
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banyak wajib pajak badan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan

masih adawajib pajak badab yang memiliki tunggakan pajak.

Menurut Rahma Y eni (2013) meningkatnya penerimaan pajak tidak terlepas
dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada,karena tanpa adanya kesadaran
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan akan
meningkat.

Menurut Mardiasmo (2013,hal 36) menyatakan bahwa apabila Surat
Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenai sanksi
berupa denda atau sanksi administrasi.

Menurut Mardiasmo (2013,hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan
hambatan dan perlavanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat
sebagal berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan,di Indonesia
pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2,hal ini meberikan jaminan
hukum untuk menyatakan keadilan,baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian,artinya pemungutan tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,sehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak hatus efesien,biaya pemungut pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana,sistem pemungutan pajak yang
sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

4. Ada pencabutan PKP
Adanya pencabutan PKP,wagjib pajak badan yang tidak melaporkan

penyampaian SPT tahunan badan. Dikarena pendapatan wajib pajak badan tidak
mencapa 4,8 Miliyar atau perusahaan tersebut bangkrut dalam arti mengalami
kerugian besar sehingga perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak PKP,ada
juga WP badan yang tidak paham cara melapor PKP nya,maka dari itu wajib
pajak badan yang melaporkan PKP nya,maka dari itu wajib pajak badan yang
melaporkan SPT tahunan badan tidak sesuai penyampaiannya di setiap tahun.

Selain faktor diatas masih ada faktor lain sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan
jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi masih ada
wajib pajak badan yang belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan yaitu
Sebagai berikut :

a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT
Tahunan
Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara

menyampaikan SPT yang baik dan benar,banyak wajib pajak badan yang kurang

teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak
lengkap. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpgjakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib

mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,lengkap,dan jelas,dalam bahasa
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indonesia dengan menggunakan huruf latinangka arab,satuan mata uang
rupiah,dan mendatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak
tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang diterapkan
oleg Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa
penyampaian SPT merupakan suatunk kewajiban pajak yang harus dilaksanakan
dengan benar oleh wajib pajak.

Menurut Diaz Priantara (2013,hal.28) kewajiban setiap pajak dalam mengisi
SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisisan SPT yang ditetapkan
oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut :
1. SPT wajib diisi dengan benar,lengkap,dan jelas. Yang dimaksud dengan

benar,lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah :

a. Benar adalah benar dalam perhitungan,termasuk benar dalam penerapan
ketentuan perpajakan,dalam penulisan dan sesua dengan keadaan yang
sebenarnya.

b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak
dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.

c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

2. SPT wajib diis dengan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf
latin,angka arab,satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah
wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bah indonesia tetapi boleh

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang dizinkan,yang
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pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor

24/PMK.01/2012.

3. SPT wagjib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau
kuasawajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak badan,SPT harus ditanda tangani
oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara
biasa,dengan tanda tangan stempel,atau tanda tangan elektronik atau
digital,yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.03/2009.

4. SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar
atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral
Pajak.Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi
Pokok Pajak,dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.

5. Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan

untuk setigp masa pajak,sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit
terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang
mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.Menurut Dila
tahun (2014) jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem
perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun rendah dan
sebaliknyajika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem

perpajakan maka penyampaian SPT tahunan badan pun tinggi.
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Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam
perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban
membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga
masyarakat sebagal pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang
dibayarnya.

b. Kelalaian Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Badan.

Jka masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat
kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan badan
meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik
sanksi administrasi (denda,bunga,kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga
mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan badan. Fakta lain umumnya
masyarakat indonesia masih sangat rendah untuk membaca dalam membaca
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi
perpajakan,hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam menyampaikan SPT tahunan dapat
dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi efiling. Efiling adalah
salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui
website Direktorat Jendral Pajak atau website penyaluran SPT elektronik. Wajib
pajak diharuskan memiliki e-Fin sebelum menyampaikan SPT atau surat
perpanjangan SPT tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jendral
pajak dengan mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat,sedangkan bagi
wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara e-filing melalui ASP harus

mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.
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Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk
melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang
pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak
penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan pasal 7 ayat (1) “apabila SPT tahunan pajak penghasilan badan
tidak disampaikan dalam jangka waktu dan batas waktu yang ditentukan maka
akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.00. Setiap
wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang
pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) akan dikenakan sanksi
pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar (Siti Resmi,2013,hal 69).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan
untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai
salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib
mempunyal NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai

untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.
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Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentyang ketentuan
umum dan tata cara perpgjakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksankan hak dan
kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan
dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
(Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).

Di dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata
cara penetapan wajib pajak adalah :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran
pajak,

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan mendapat wajar tanpa pengecualian selama 3
(tiga) tahun berturut-turut

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang cara penetapan wajib

pajakdengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan

kelebihan pembayaran pajak adalah :

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
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a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun
terakhir.

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir
untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa
Pajak untuk setigp jenis pajak dan tidak berturut-turut dan Surat
Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Masa pajak berikutnya,

Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan
Kota sangat kecil atau kurang respon terhadap wajib membayar pajak. Wajib
pajak di KPP Pratama Medan Kota hanya mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak namun tidak melaporkan SPT Tahunan mereka.

2. Penyebab Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP Pratama Medan Kota

Menurun

Berdasarkan hasil penelitian mengapa penerimaan pajak penghasilan badan
menurun karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak

menurun yaitu sebagai berikut :

a. Minimnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Kurangnya kesadaran wajib pajak ini akan berakibat penerimaan menurun.
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan
meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa
masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan
media gratis,sekolah murah,jaminan sosial maupun alat-alat tranportasi menjadi

bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.



o4

Penghasilan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan
rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga negara indonesia
menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai
dengan uang yang berasal dari pajak.

Sampal sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum
mencapal tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat masih kurang
percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan
upeti,memberatkan,pembayaran sering mengalami kesulitan,ketidak mengertian
masyarakat apa dan bagaimana pagjak serta sulit dalam menghitung dan
melaporkannya. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak akan mengakibatkan
penerimaan tidak tercapai. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan
semakin meningkat.

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011) pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki
infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setigp tahun
pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai
pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka
semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika
semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam
mewujudkan pembangunan negara.

Menurut Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap
pajak penghasilan bertambah besar setigp tahunnya baik dari segi jumlah

penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan
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yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan penting karena semakin
besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat
diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan
masyarakat.

Menurut Euprasia (2010) mengatakan bahwa untuk mencapai target pajak
perlu ditumbuhkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan di KPP Pratama Medan Kota sebenarnya sudah baik dalam
menjalankan kewajibannya,namun kembali lagi kepada kesadaran wajib pajak itu
sendiri dimana tingkat kesadaran wajib pajak adalah faktor penting untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Kota
memberikan pengarahan kepada wajib pajak agar melaporkan semua penghasilan
yang diterima oleh wajib pajak,meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada
wajib pajak.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat
kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan
pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus
yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (respect)
dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib secara otoriter. Pajak
yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang mesti dilakukan
karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi
kesgjahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang

rendah,mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam
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melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya berimbas pada rendahnya
penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan dana daerah.

Dengan kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam
rangka pencapaian kesejahteraan hidup ,asyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang
tinggi,akan dapat ,meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya
dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan
keberbagai sektor dan pemerintahan dibawahnya. Melalui mekanisme
penganggaran yang baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah,kepatuhan pajak

pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarkat.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesmpulan
Dari hasil pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penyebab wajib pajak badan masih ada yang tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Badan yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang
penyampaian SPT tahunan dan lalainya wajib pajak dalam menyampaikan SPT
tahunan.

2. Penyebab penerimaan pajak penghasilan badan menurun dan belum mencapai
target yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak badan dalam melakukan
kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Adanya wagjib pajak badan yang terdaftar yang sudah tidak beroperasi lagi
tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di KPP

Pratama Medan Kota.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,penulis ingin memberikan saran kepada semua
pihak terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam
pemecahan masalah yang tejadi,antaralain :

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan perlu dilakukan sosialisasi dengan

baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Medan Kota mendorong
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partisipasi wajib pajak secara sungguh dan suka rela dalam melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Agar penerimaan pajak penghasilan meningkat dan mencapai target aparatur
perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai
dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan
peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun
menyampaikan SPT tahunan agar penerimaan pajak yang diterima lebih
optimal.

. Untuk KPP Pratama Medan Kota harus lebih meningkatkan pelaksanaan
wajib pajak badan yang terdaftar untuk mengetahui keaktifan wajib pajak

tersebut.
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